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KATA PENGANTAR

Pelaksanaan kegiatan Survei Kepasan Masyarakat merupakan salah satu cara untuk
mengukur kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, baik pelayanan
perizinan dan pengaduan guna menjamin pelaksanaan pelayanan yang memuaskan bagi
masyrakat pengguna layanan.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan menggunakan kuesioner yang dirancang
sesuai dengan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 dalam rangka menggali informasi tentang
kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan dan juga dalam rangka mendapatkan
masukan/saran untuk perbaikan/peningkatan layanan yang diberikan berkelanjutan. Data
yang diperoleh dari kuesioner selanjutnya diolah dengan metode tertentu sehingga diperoleh
nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang merupakan gambaran dari kinerja layanan yang
diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.
Laporan ini memuat hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Periode Semester 1 (Januari — Juni) tahun
2023.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Laporan Indeks Kepuasan
Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang
Periode Semester 1 (Januari-Juni) Tahun 2023 kami ucapkan terima kasih, semoga hasill ini
dapat di jadikan acuan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di masa akan

datang, sehingga masyarakat terlayani dengan baik.

Bontang, Oktober 2023

Tim Penyusun
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik menggunakan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000. IKM digunakan untuk mengukur
pelayanan publik melalui penilaian masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas
layanan di setiap bagian penyelenggara pelayanan. Melalui Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 terdapat sembilan unsur yang
digunakan untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik antara lain
persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya,
produk spesifikasi jenis layanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, penanganan keluhan
dan saran, serta sarana prasarana.

Pelayanan publik pada prinsipnya merupakan sebuah tuntutan yang lahir dari
masyarakat agar mendapatkan hak dan perlakuan yang layak dari aparatur pemerintah
(birokrasi) dalam melakukan aktivitas dan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai
warga negara serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat (Rohayatin et al., 2018). Karena itu,
sasaran pengukuran IKM dapat ditinjau melalui;

Pertama, diketahui tingkat pencapaian kinerja unit pelayanan instansi pemerintah
dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Kedua, diketahui apa yang perlu dilakukan penataan terhadap sistem, mekanisme,
dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas,
berdaya-guna, dan berhasil-guna.

Ketiga, dapat diketahui tumbuh kembang kreativitas, prasarana, dan peran serta
masyarakat dalam bingkai untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Maka, kualitas pelayanan tidak dapat diukur/ditentukan oleh pihak yang melayani
saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh pihak yang dilayani, karena merekalah yang
menikmati layanan sehingga dapat mengukur kualitas pelayanan berdasarkan harapan
masyarakat dalam memenuhi kepuasannya.

Menyusun kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik penting untuk
dilakukan, karena dengan mengukur dan membandingkan kualitas pelayanan maka
perbaikan dapat dilakukan. IKM pada Unit-unit Pelayanan Instansi Pemerintah merupakan
penunjuk penataan sistem, prosedur, dan mekanisme pelayanan yang bertujuan untuk
menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, berdaya, dan berhasil
guna bagi masyarakat. Survei IKM juga berguna untuk menumbukan kreativitas, peran,

serta partisipasi masyarakat dalam usaha peningkatan kualitas layanan publik. Berdasarkan



latar belakang di atas, kajian penyusunan Kepuasan Masyarakat merupakan bagian dari
evaluasi pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan
sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Pelayanan Publik.

Indeks kepuasan masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif
atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara
pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Sementara itu,
kepuasan pelayanan dimaknai sebagai hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggara pelayanan publik. Setidaknya
terdapat dua tujuan melakukan pengukuran IKM, yakni: Pertama, bagi pemerintah adalah
untuk mengetahui tingkat Kkinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk
menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya.
Kedua, bagi masyarakat dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pelayanan unit
yang bersangkutan.

Survei dan penyusunan IKM ini memberi ruang kepada masyarakat untuk
berpartisipasi memberikan input dan masukan kepada pemerintah kota terkait dengan
pelayanan publik yang diselenggarakan. Bagi Pemerintah Kota Bontang Indeks Kepuasan
masyarakat ini menjadi dasar dalam membuat kebijakan terutama bagaimana meningkatkan
kualitas pelayanan publik di masa yang akan datang. Dengan cara ini pula, akan tercipta
lingkungan yang positif dan saling bersinergi antara penyelenggara Pelayanan Mal Terpadu
dengan masyarakat untuk menghasilkan pelayanan publik yang bermutu.

1.2. Landasan Hukum

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti UU No. 2 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang— Undang

Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor



15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tata Laksana (Business

Process).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional

Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan

Nonperizinan Penanaman Modal.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015
tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

PelayananTerpadu Satu Pintu.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934).

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang



Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935).

Peraturan Wali Kota Bontang, Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu bahwa sektor yang telah terselenggara dalam

Mal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud, Tujuan dan Manfaat
a. Maksud;

Survei Kepuasan Masyarakat ini dalam rangka mendapatkan hasil pengukuran
kepuasan masyarakat secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

b. Tujuan;

1.

Mendeskripsikan dan menjelaskan persepsi masyarakat terkait dengan indikator
pelayanan publik dari sisi kepuasan mereka berdasarkan variabel yang ada dalam
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017;

Mendeskripsikan dan menjelaskan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh
unit penyelenggara pelayanan publik yang menjadi objek survei kepuasaan
masyarakat di Kota Bontang;

Mendeskripsikan dan menjelaskan harapan masyarakat terkait dengan
penyelenggaraan Pelayanan publik Kota Bontang;

Sebagai dasar untuk menyusun rekomendasi dan rencana tindak lanjut bagi

pemerintah daerah untuk meningkat kualitas Pelayanan publik Kota Bontang.

¢. Manfaat;

Adapun manfaat kegiatan ini adalah:

1. Tersedianya dokumen Kkajian survei kepuasan masyarakat untuk Dinas
Penanaman Midal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari bidang-bidang
terkait sebagai bahan penetapan kebijakan dan upaya tindak lanjut yang perlu
dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;

2. Diketahuinya kelebihan dan kelemahan masing-masing unit yang disurvei
sebagai dasar menyusun rekomendasi kebijakan;

3. Terlaksananya evaluasi terhadap indikator-indikator Kepuasan Masyarakat;

4. Faktor pengungkit diketahui untuk meningkatkan pelayanan publik dan
faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas pelayanan yang yang menjadi

objek kajian;



5. Diperolehnya rekomendasi sebagai acuan untuk penyusunan program kerja

peningkatan kualitas pelayanan publik untuk tahun berikutnya.

1.4. Prinsip
Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan
prinsip:
1) Transparan.
Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses
oleh seluruh lapisan masyarakat.
2) Partisipasif.
Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran
serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei
yang sebenarnya.
3) Akuntabel.
Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada
pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
4) Berkesinambungan.
Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan
berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas
pelayanan.
5) Keadilan.
Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua
pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama,
golongan dan lokal geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.
6) Netralitas.
Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, tidak boleh mempunyai

kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah memberikan
penilaian terhadap pendapat 265 orang responden yang tertuang dalam kuesioner survei
yang mencakup 9 (Sembilan) unsur pelayanan sebagai instrumen penilaian dan evaluasi
kinerja pelayanan publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bontang, Kalimantan Timur.



1.6. Hasil Yang Ingin Dicapai

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi
tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang melalui nilai Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM), atribut layanan yang merupakan hal penting oleh masyarakat

serta saran-saran masyarakat untuk perbaikan pelayanan

1.7. Output Kegiatan
Output dari penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah;
1) Tersedianya data dan perhitungan data serta analisa univariat atay analisis
bivariat masing-masing unsure SKM periode Januari sampai Juni 2023
2)  Tersedianya dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP Kota
Bontang, dan
3) Tersedianya rekomendasi Tindak Lanjut Jangka Pendek, Jangka Menengah,
Jangka Panjang perbaikan hasil IKM.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum
1. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas
pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan
publik.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat
kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan
kualitaif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur
penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan

kebutuhannya.

3. Unit pelayanan publik adalah unit kerjakantor pelayanan pada instansi pemerintah,
yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada

penerima pelayanan.

4. Unsur SKM adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan
masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam bidang pertahanan

negara.

5. Survei periodik; adalah survei yang dilakukan oleh pemberi layanan secara berkala
setiap 3 (tiga) bulanan (triwulan) atau 6 (enam) bulan (semester) atau minimal 1
(tahun sekali)

6. Lembaga lain adalah lembaga pemerintah atau non pemerintah yang secara hukum
berkedudukan di Indonesia yang memili kredibilitas dan akreditasi yang jelas
dibidang penelitian dan survei. Mislanya lembaga penelitan yang ada di univeristas/

perguruan tingg

7. Pemberi pelayanan publik adalah pegawai instansi pemerintah yang melaksanakan

tugas dan fungsi pelayanan publik sesuai peraturan perundang-undangan.
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8. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah
dan dunia usaha, yang menerima pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan

publik bidang pertahanan negara.

9. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap
kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik

bidan pertahanan negara.

10. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan
masyarakat untuk mengetahui kinerja unit pelayanan bidang pertahanan negara.

11. Responden adalah penerima pelayanan publik yang pada saat pencacahan sedang
berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan dari aparatur
penyelenggaraan pelayanan. Disini Kemhan menetapkan responden sebanyak 110
yang dibagikan kepada Satker/Subsatker yang memiliki pelayanan publik untuk
dibagikan kepada publik/masyarakat.

12. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima
pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan. m. Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi

pemerintah.

2.2. Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Groonroos dalam Tjiptono (2014:268) pada dasarnya kualitas suatu jasa
yang dipersepsikan pelanggan terdiri dari 2 (dua) dimensi. Dimensi pertama technical
quality (outcome dimension) berkaitan dengan kualitas output jasa yang dipersepsikan
pelanggan. Dimensi kedua, yaitu functional quality (process-related dimension) berkaitan
dengan kualitas cara penyampaian jasa atau menyangkut dengan proses transfer kualitas
teknis, output atau hasil akhir jasa dari penyedia jasa kepada pelanggan. Sehingga tercipta
kualitas pelayanan yang unggul (service excellence), yaitu sikap atau cara pegawai atau
karyawan dalam melayani konsumen secara memuaskan sangat diperlukan (Elhaitammy,
1990:39).

2.3. Kepuasan Masyarakat

Definisi kepuasan masyarakat menurut Mowen (1995:511) adalah: “Costumers satisfaction

isi define as the overall attitudes regarding goods or services after its acquisition and uses”.
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kepuasan masyarakat terhadap organisasi publik sangat penting karena adanya hubungan
kepercayaan masyarakat. Menurtut Herbani Pasolong (2010:221-222), “Semakin baik
kepemerintahan dan kualitas pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi kepercayaan
masyarakat (high trust)”. Kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi apabila masyarakat

mendapatka pelayanan yang baik dan merasa terpuaskan akan pelayanan tersebut.

2.4. Akuntabilitas dalam Pelayanan Publik

Akuntabilitas memiliki dua dimensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Moncieffe
dalam Suryono (2001:98), yakni ex-post facto accountability dan ex-ante accountability.
Ex-post facto yang pada intinya mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk
bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka melalui norma hukum,
monitoring sistem, mekanisme penilaian melalui lembaga publik lain yang independen
(seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksakan setiap
lembaga publik terhadap rasionalisme kinerja yang dilakukan oleh birokrasi.

Sedangkan prinsip ex-ante (positive) accountability pada intinya mengharuskan
pejabat publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan
kebijakan yang mereka lakukan. Pejabat public harus selalu mengonsultasikan secara
terus-menerus setiap tindakan pada publik, memberikan alternatif pilihan atau solusi,
memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme
bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta
merevisinya bila dipandang perlu. Selan ju tnya, beberapa konsepsi tentang media yang
dapat ditempuh dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pelayanan publik, yaitu transparansi
(keterbukaan), liability (kewajiban), controllability (keterkendalian), responsibility
(tanggungjawab), dan responsiveness (ketanggapan).

Pemahaman atas lima prinsip akuntabilitas merupakan tahap penting sebelum
melakukan evaluasi atas akuntabilitas organisasi atau individu. Untuk menilai apakah suatu
organisasi akuntabel sangat bergantung pada prinsip akuntabilitas memiliki makna dan
fokus pengukuran yang berbeda. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik Denhardt and
Denhardt (2003:22-24) menjelaskan pendekatan New Public Services menuju pada
perubahan orientasi warga negara (citizen) pada bagaimana institusi publik dibangun
berdasarkan integritas dan responsivitas.

Bagaimana peran pemerintah dalam melayani dan memberdayakan serta nilai-nilai
demokrasi. Pelayanan yang demokratis menuntut terwujudnya pelayanan berkualitas
sebagai salah satu bentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal seperti
inilah yang menyebabkan upaya penegakan local good governance, yang dicirikan dengan
penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Pelayanan

publik mengandung makna aktivitas yang memberikan kemudahan kepada masyarakat
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dalam rangka memenuhi kepentingan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan, baik
barang atau jasa berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan dengan harapan dapat

memuaskan(satisfaction) penerima pelayanan.

2.5. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Survei Indeks Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan
tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat
masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.
Sebagaimana tertera dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat
terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, bahwa kegiatan Survei Indeks Kepuasan
Masyarakat ini merupakan bentuk evaluasi terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan.
Untuk mendapatkan gambaran riil kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan
tersebut, perlu ada variabel yang jelas dan dapat diukur sesuai dengan realita pelayanan
publik yang dilaksanakan. Ada beberapa unsur yang dapat dijadikan variabel dalam menilai
kepuasan masyarakat sebagai berikut:

1. Persyaratan, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis
pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur, yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima
pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu pelayanan, yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh
proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif, yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam
mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya
ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk spesifikasi jenis pelayanan, yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan
diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi pelaksana, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana
meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku pelaksana, yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, yaitu tata cara pelaksanaan penanganan
pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan prasarana. Variabel ini baru dimasukkan dalam Permenpan ini, karena
faktanya sarana dan prasarana penunjang utama dalam pelaksanaan pelayanan
publik.

Selain itu, kualitas pelayanan dapat juga dibagi dalam beberapa aspek yang berbeda.
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Misalnya, (a) aspek produk, yaitu memahami kualitas pelayanan dilihat dari fungsi produk
yang spesifik dengan variabel pengukuran dari produk yang dihasilkan; (b) aspek pengguna,
yaitu kualitas pelayanan dilihat dari tingkat kesesuaian pelayanan dengan harapan yang
diinginkan si pengguna layanan, dan; (c) aspek nilai, yaitu kualitas pelayanan yang
berhubungan dengan kegunaan atau kepuasan atas harga.

Dalam indikator pelayanan publik tersebut juga akan menggambarkan adanya
dimensi pelayanan publik yang harus menjadi perhatian unit pelayanan publik: (a) Tangibles
atau bukti fisik, yaitu kemampuan institusi dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak
eksternal; (b) Reliability atau keandalan, yaitu kemampuan institusi untuk memberikan
pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Selanjutnya adalah; (c)
Responsiveness atau ketanggapan, yaitu suatu kemauan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan, dengan penyampaian informasi yang
jelas. (d) Assurance, atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan, sopan santun, dan
kemampuan para pegawai suatu badan/institusi untuk menumbuhkan rasa percaya para
pelanggan kepada badan/institusi tersebut. Aspek ini terdiri dari beberapa komponen, antara
lain komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun. Terakhir yang tidak
kalah penting adalah dimensi; (e) Empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan
bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya

memahami keinginan pelanggan (Parasuraman et al., 1985).

15



BAB 111
METODOLOGI PENYUSUNAN

Kajian penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat ini menggunakan indikator
kepuasan publik sebagai pengguna layanan dengan pendekatan kuantitatif. Pengukuran
pelayanan yang digunakan melalui metode Servqual, yaitu pengukuran persepsi dan
ekspektasi masyarakat pada pelayanan berdasarkan 9 unsur yang menjadi variable penilaian
kepuasan.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Jenis data
sekunder dalam bentuk dokumen pelayanan, buku, dan publikasi lainnya yang berhubungan
dengan pelayanan publik dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bontang.

3.1. Metode Survei

Survei ini bersifat komprehensif dan hasil analisa survei dipergunakan untuk
melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Selain itu, hasil
survei dipergunakan untuk bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat
kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada
masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal penyelenggara
menggunakan metode survei ini, maka metode ini harus dinyatakan di dalam laporan.

Sementara jenis data primer didapatkan langsung melalui survei lapangan
menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner, observasi, dan diskusi terfokus.
Selanjutnya, hasil temuan lapangan dikonfirmasi kepada key person atau narasumber di

masing-masing unit layanan yang menjadi objek penelitian.

3.2. Pelaksanaan Survei
Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilaksanakan
melalui tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei,
yang mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Menyusun instrumen survei;

2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;

3) Menentukan responden;

4) Melaksanakan survei;

5) Mengolah hasil survei;

6) Menyajikan dan melaporkan hasi.
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Untuk melakukan survei dapat menggunakan teknik survei, antara lain:
1) Kuesioner dengan wawancara tatap muka;
2) Kuesioner melalui pengisian sendiri, termasuk yang dikirimkan melalui surat;
3) Kuesioner elektronik (internet);
4) Diskusi kelompik terfokus;

5) Wawancara tidak terstruktur melalui wawancara mendalam.

3.3. Tahapan Kegiatan Survei
Pelaksanaan SKM terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan melalui
tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang
mencakup langkah-langkah, sebagai berikut:

1) Menyusun instrumen survei;

2) Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel,

3) Menentukan responden;

4) Melaksanakan survei;

5) Mengolah hasil survei;

6) Menyajikan dan melaporkan hasil

3.3.1. Kriteria Responden

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah penerima pelayanan publik
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Pengguna
layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah melakukan atau mendapat
pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Bontang.

3.3.2. Metode Pemilihan Responden
Responden akan dipilih secara simple random sampling dari semua pengguna layanan yang
masuk kriteria responden pelayanan publik pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Bontang.

3.4. Waktu dan Tempat Pelaksanan

Lokasi survei adalah di Kota Bontang dari sampel terpilih dari masyarakat penerima jasa
layanan publik yang terdaftar di sistem pencatatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bontang. Responden terdiri dari masyarakat yang menerima jasa
pelayanan penerbitan perizinan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Bontang. Survei Kepuasan Masyarakat periode Semester | di laksanakan mulai

bulan Januari sampai Juni Tahun 2023.
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3.5. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data survei menggunakan pendekatan data entri dan perhitungan indeks melalui
program excel/system data base dan dikontrol secara manual. Tahapan pengolahan data
yang dimaksud adalah:
a. Pengisian data kuesioner dari setiap responden (entri data) dimasukkan kedalam form
dari unsur 1 (U1) sampai unsur X (UX);
b. Menghitung nilai rata-rata per/unsur pelayanan dan indeks unit pelayanan;

1) Nilai rata-rata per/unsur pelayanan Nilai masing-masing unsur pelayanan
dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden.
Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per/unsur pelayanan, maka
jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden
yang mengisi.

2) Nilai Indeks Pelayanan Nilai Indeks Pelayanan diperoleh dengan cara
menjumlahkan X unsur.

3) Pengujian Kualitas Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam
masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden
yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir
dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil
responden dan kecenderungan penerima layanan.

Pengolahan data dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kota Bontang berpedoman
pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 dimulai dengan pengukuran skala likert,
pengolahan data survei dan pelaporan hasil penyusunan indeks. Nilai IKM dihitung dengan
menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam
penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Setiap

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Unsur penilaian 1
Nilai rata-rata terimbang = --=---=0,111
Total unsur 9

Selanjutnya untuk memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) di masing-masing
unit pelayanan menggunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai
berikut:

Total nilai seluruh unsur
IKM T - x Nilai
rata-rata

Total responden
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Nilai IKM dihitung dari nilai rata-rata tertimbang pada masing-masing unsur pertanyaan
dengan jenis data berupa data ordinal. Metode penghitungan angka indeks digunakan nilai
rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pertanyaan dengan penghitungan rata-rata
tertimbang. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25 - 100 maka
dilakukan konversi dengan nilai dasar 25, yaitu dengan cara IKM unit pelayanan dikalikan

dengan 25 sebagai berikut:

IKM Unit Pelayanan x 25
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BAB IV
ANALISIS DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)

4.1. Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data
yang akan diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan
wilayah masing-masing unit pelayanan. Jumlah responden sebanyak 265 orang responden.
Pengisian koesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan hasilnya
kemungkinan akan objektif, karena dalam pengisian jawaban akan lebih independen tanpa

pengaruh dari Tim Survei.

4.2. Karakteristik Responden

a. Karakteristik responden menurut usia

Karakteristik usia responden dapat mencerminkan kematangan seseorang dalam bersikap,
berpikir, bertindak dan memberikan tanggapan/penilaian. Karakteristik responden
berdasarkan kelompok usia dapat memberikan informasi kelompok usia yang dominan
sehingga peningkatan program pelayanan dapat diarahkan sesuai karakter dan kebutuhan
masyarakat menurut perbedaan usia.

Dapat diketahui bahwa dari 265 responden rata-rata usianya adalah 19-44 tahun
sebanyak 177 orang responden atau 66,79%, responden usia 45-59 tahun sebanyak 81 orang
atau 30,57%, dan responden usia 60 tahun ke atas sebanyak 7 orang atau 2,64%. Responden
termuda adalah berusia 19 tahun, sedangkan responden tertua berusia 60 tahun ke atas. Jika
diperbandingkan responden terbanyak ada pada usia 19-44 tahun atau bisa dikategorikan
usia produktif. Pada Tabel 1, tampak bahwa responden terbanyak adalah berusia 19 sampai
dengan 44 tahun, yaitu sebanyak 177 orang atau sebesar 66,79 persen. Hasil pada Tabel
ldapat disajikan seperti pada Gambar 1.

Tabel 4.1: Distribusi Responden Menurut Usia

Usia Frekuensi Persentase
19 — 44 tahun 177 66,79
45 — 59 tahun 81 30,57
> 60 tahun 7 2,64
Jumlah 265 100
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Gambar 4.1: Distribusi Responden Berdasarkan Usia

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakter variable jenis kelamin pada responden dapat memberikan informasi kelompok
mana yang dominan (laki-laki atau perempuan) sehingga peningkatan kualitas pelayanan
dapat dirancang dan diarahkan sesuai jenis kelamin yang dominan. Pada Tabel 4.2,
tampak karakteristik responden yang lebih banyak berdasarkan jenis kelamin yaitu:
Laki-laki sebanyak 150 responden atau 56,6%, dan Perempuan sebanyak 115 responden

atau 43,4%. Hasil pada Tabel 4.2 dapat disajikan seperti pada Gambar 4.2.

Tabel 4.2: Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Persentase
Laki-laki 150 56,60
Perempuan 115 43,40
Jumlah 265 100
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Gambar 4.2: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Karakteristik responden ini dapat memberikan informasi terkait tingkat pendidikan
masyarakat pengguna layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kota Bontang. Informasi ini penting untuk memprediksi tingkat
pengetahuan dan wawasan masyarakat, serta ekspektasi dan persepsi masyarakat
terhadap layanan publik di DPMPTSP Kota Bontang dalam satu semester ini.
Berdasarkan Tabel 4.3, dapat diketahui bahwa Pendidikan responden
terbanyak adalah SLTA, yaitu sebanyak 115 orang atau sebesar 43,4 persen,
sedangkan responden yang paling sedikit adalah berpendidikan SD kebawah, yaitu
sebanyak 1 orang atau sebesar 0,38 persen. Kemudian SLTP sebanyak 6 orang
responden atau 2,26%, D1-D2-D3 sebanyak 28 orang responden atau 10,56%, S1
sebanyak 107 orang responden atau 40,38%, dan S-2 ke atas sebanyak 8 orang

responden atau 3,02%. Hasil pada Tabel 4.3 dapat disajikan seperti pada Gambar 4.3.

Tabel 4.3: Distribusi Responden Menurut Pendidikan

Pendidikan Frekuensi Persentase
SD ke bawah 1 0,38
SLTP 6 2,26
SLTA 115 43,40
D1-D3-D3 28 10,56
S-1 107 40,38
S-2 keatas 8 3,02
Jumlah 265 100
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Gambar 4.3: Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Informasi jenis pekerjaan responden akan bermanfaat dalam memahami kemampuan
ekonomi dan ekspektasi serta persepsi masyarakat pengguna jasa layanan DPMPTSP
Kota Bontang. Proporsi responden berdasarkan pekerjaan secara lengkap dapat dilihat
pada Tabel dan Gambar. Karakteristik responden berdasarkan bidang pekerjaan, yaitu
dari 50 orang responden sebanyak 2 orang responden tidak bekerja atau 0,75%,
mengurus pekerjaan rumah tangga sebanyak 28 orang responden atau 10,57%,
karyawan sebanyak 66 orang responden atau 24,9, tenaga kesehatan sebanyak 9 orang
responden atau 3,4%, PNS sebanyak 8 orang responden atau 3,02%, mahasiswa
sebanyak 4 orang responden atau 1,51%, dan nelayan sebanyak 3 orang responden
atau 1,13%. Pada Tabel 4.4 dapat dilihat bahwa responden dengan pekerjaan utama
adalah kelompok Wiraswasta sebesar 54,72%. Maka, dapat dilihat bahwa pengguna
jasa layanan pada DPMPTSP Kota Bontang jenis pekerjaan yang paling dominan
sebagai Wiraswasta.

Tabel 4.4: Distribusi Responden Menurut Pekerjaan

Pekerjaan Frekuensi Persentase
Tidak bekerja 2 0,75
Mengurus rumah tangga 28 10,57
Karyawan 66 24,90
Wiraswasta 145 54,72
Tenaga Kesehatan 9 3,40
PNS 8 3,02
Mahasiswa 4 1,51
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Nelayan 3 1,13
Jumlah 265 100
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Tidak bekerja

Gambar 4.4: Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Pelayanan

Pada tabel di bawah dapat dilihat Jenis layanan izin usaha sebanyak 36 orang
responden atau 13,58%, layanan NIB sebanyak 44 orang responden atau 16,6%, OSS
39 orang responden atau 39%, layanan KBLI sebanyak 22 orang responden atau 8,3%,
layanan KKPR sebanyak 8 orang responden atau 3,03%, layanan reklame sebanyak 34
orang responden atau 12,83%, layanan PIRT sebanyak 3 orang responden atau 1,13%,
layanan perizinan kesehatan sebanyak 16 orang responden atau 6,04%, layanan jasa
sebanyak 6 orang responden atau 2,26%, dan layanan umum sebanyak 57 orang
responden atau 21,51%. Maka dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah
responden pada jenis layanan perizinan umum, yaitu sebanyak 57 orang atau sebesar
21,51persen, sedangkan yang paling sedikit adalah PIRT, yaitu sebanyak 3 orang atau
sebesar 1,13 persen. Hasil pada Tabel 4.5 dapat disajikan seperti pada Gambar 4.5.

Tabel 4.5: Distribusi Responden Menurut Jenis Layanan

Jenis Layanan Frekuensi Persentase
Izin usaha 36 13,58
NIB 44 16,60
0SS 39 14,72
KBLI 22 8,30
KKPR 8 3,03
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PIRT 3 1,13
Reklame 34 12,83
Perizinan Kesehatan 16 6,04
Jasa 6 2,26
Umum 57 21,51
Jumlah 265 100
lzin usaha
NIE
055
KELI
KKPR
PIRT
Reklame

Perizinan kesehatan

Jasa

Gambar 4.5: Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Layanan

f. Karakteristik Pendapat Kesesuaian Persyaratan

Karakteristik pendapat responden berdasarkan kesesuaian persyaratan dari 256
orang responden yang tidak sesuai tidak ada orang responden atau 0,00%, kurang
sesuai tidak ada orang responden atau 0,00%, sesuai sebanyak 114 orang responden
atau 43,00%, dan sangat sesuai sebanyak 151 orang responden atau 57,00%.
Berdasarkan Tabel 4.6 di bawah ini, tampak bahwa responden terbanyak adalah
responden yang memberikan pendapat tentang kesesuaian persyaratan yang harus
dipenuhi dengan jenis layanan yang didapat adalah sangat sesuai, yaitu sebanyak 151
orang atau sebesar 57,00 persen. Hasil ini menunjukkan sangat baik.

Tabel 4.6: Distribusi Responden Menurut Kesesuaian Persyaratan

Kesesuaian Persyaratan Frekuensi Persentase
Tidak sesuali 0 0,00
Kurang sesuai 0 0,00
Sesuai 114 43,00
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Sangat sesuai 151 57,00
Jumlah 265 100

M Sesuai

B Sangat sesuai

Gambar 4.6: Distribusi Responden Berdasarkan Kesesuaian Persyaratan

g. Karakteristik Responden Berdasarkan Prosedur

Dari 256 responden dapat diketahui bahwa pendapat responden yang menganggap
prosedur berbelit/tidak mudah tidak ada orang responden atau 0,00%, agak mudah
tidak ada orang responden atau 0,00%, mudah sebanyak 110 orang responden atau
42,00%, dan sangat mudah 155 orang responden atau 58,00%. Berdasarkan nilai
pada Tabel 7, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden yang
memberikan pendapat tentang prosedur yang dilalui untuk mendapatkan pelayanan
adalah sangat mudah, yaitu sebanyak 155 orang atau sebesar 58,00%. Maka dapat
disimpulkan bahwa hasil pendapat mengenai prosedur pelayananan DPMPTSP Kota
Bontang selama satu semester ini yang telah melakukan penyederhanaan sistem,
mekanisme dan prosedur pelayanan meliputi tata cara pengajuan sangat
memudahkan masyarakat dengan Sangat Baik. Hasil pada Tabel 4.7 dapat disajikan
seperti pada Gambar 4.7.

Tabel 4.7: Distribusi Responden Menurut Prosedur

Prosedur Frekuensi Persentase
Berbelit/Tidak mudah 0 0,00
Agak mudah 0 0,00
Mudah 110 42,00
Sangat mudah 155 58,00
Jumlah 265 100
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Gambar 4.7: Distribusi Responden Berdasarkan Prosedur

h. Karakteristik berdasarkan Kecepatan Waktu Pelayanan
Standar kecepatan pelayanan ini dapat berdasarkan pedoman/prosedur yang telah
ditetapkan. Perlakuan yang sama kepada masyarakat yang mengajukan permohonan
untuk mendapatkan izin yang diharapkan merupakan harapan yang dominan. Keadilan
mendapat pelayanan dapat diawali dengan cara-cara yang tidak dikhususkan, seperti
yang mendaftar pertama akan diproses pertama dan seterusnya atau pemohonan
nomor pemberkasan sesuai dengan kedatangan pendaftaran. Hal ini menunjukkan
bahwa pelayanan sudah dapat dikatakan adil namun jika melihat komposisi
masyarakat dengan jawaban yang sudah dirasakan masih perlu meningkatkan sikap
adil dalam memperlakukan masyarakat pemohon pelayanan.

Berdasarkan pendapat responden menurut kecepatan waktu pelayananan dari
256 responden yang menilai pelayananan tidak cepat tidak ada orang responden atau
0,00%, pelayanan kurang cepat tidak ada orang responden atau 0,00%, pelayanan
cepat 159 orang responden atau 60,00%, dan pelayanan sangat cepat sebanyak 106
orang responden atau 40,00%. Hasil ini menunjukkan bahwa bahwa responden
terbanyak adalah responden yang memberikan pendapat tentang kecepatan waktu
dalam pemberian pelayanan adalah cepat, yaitu sebanyak 159 orang atau sebesar 60,00
persen. Maka dapat dilihat bahwa DPMPTSP Kota Bontang dalam melakukan
pelayanan mengalami peningkatan berdasarkan kinerja kecepatan waktu pelayananan.
Hasil ini sudah menunjukkan kinerja yang baik, sehingga ke depan tinggal
meningkatkan lagi kompetensi sumberdaya manusia dalam mempercepat proses
pelayanan maupun mempersingkat waktu pelayanan dengan prosedur yang lebih
singkat atau sangat cepat. Hasil pada Tabel 4.8 dapat disajikan seperti pada Gambar
4.8.
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Tabel 8 Distribusi Responden Menurut Kecepatan Waktu Pelayanan

Kecepatan Waktu Frekuensi Persentase
Pelayanan
Tidak cepat 0 0,00
Kurang cepat 0 0,00
Cepat 159 60,00
Sangat cepat 106 40,00
Jumlah 265 100

M Cepat

M Sangat cepat

Gambar 4.8: Distribusi Responden Berdasarkan Kecepatan

Waktu Pelayanan

i. Karakteristik Responden Berdasarkan Kesesuaian Biaya

Keseuaian biaya sangat bergantung pada produk pelayanan. Umumnya produk
layanan diberikan gratis kepada masyarakat, kecuali produk-produk layanan tertentu
yang mengandung unsur industri. Dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah
responden yang memberikan pendapat tentang kesesuaian/kewajaran biaya yang
dibayarkan untuk jenis pelayanan yang diterima adalah gratis, yaitu sebanyak 188
orang atau sebesar 71,00 persen. Sementara itu responden yang memberikan pendapat
kesuaian biaya sangat mahal tidak ada responden, kesesuaian biaya cukup mahal tidak
ada orang responden, dan kesesuaian biaya murah 77 orang responden atau 29 persen.
Berdasarkan Tabel 4.9, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah responden
yang memberikan pendapat tentang kesesuaian/kewajaran biaya yang dibayarkan
untuk jenis pelayanan yang diterima adalah gratis, yaitu sebanyak 188 orang atau
sebesar 71,00 persen. Hasil ini sangat memuaskan atau sangat baik karena pelayanan
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gratis yang disediakan DPMPTSP Kota Bontang tingkat kepuasannya dapat dirasakan

masyarakat.

Tabel 4.9: Distribusi Responden Menurut Kesesuaian Biaya

Kesesuaian Biaya Frekuensi Persentase
Sangat mahal 0 0,00
Cukup mahal 0 0,00

Murah 77 29
Gratis 188 71
Jumlah 265 100

B Murah M Gratis

Gambar 4.9 Distribusi Responden Berdasarkan Kesesuaian Biaya

J. Karakteristik Kesesuaian Pelayanan

Berdasarkan Tabel 4.10 dibawah, tampak bahwa responden terbanyak adalah
responden yang memberikan pendapat tentang kesesuaian pelayanan antara yang
tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil atau produk yang
diberikan/diterima adalah sesuai, yaitu sebanyak 147 orang atau sebesar 55,00
persen. Hasil pada Tabel 4.10 dapat disajikan seperti pada Gambar 10. Sedangkat
responden yang memberikan pendapat tidak sesuai tidak ada orang responden atau
0,00%, pendapat kurang sesuai tidak ada orang responden, dan responden yang
memberikan pendapat sangat sesuai sebanyak 118 orang responden atau 44,00%.
Hasil ini menunujukkan kesesuaian pelayanan yang diberikan DPMPTSP Kota

Bontang dalam kategori baik.

Tabel 4.10: Distribusi Responden Menurut Kesesuaian Pelayanan

Kesesuaian Pelayanan Frekuensi Persentase
Tidak sesuai 0 0,00
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Kurang sesuai 0 0,00

Sesuai 147 55,00
Sangat sesuai 118 45,00
Jumlah 265 100

W Sesuai

M Sangat sesuai

Gambar 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Kesesuaian Pelayanan

k. Karakteristik Kemampuan Pelayanan Petugas

Seseorang petugas akan dianggap tidak mampu jika tugasnya kurang dilaksanakan
dengan baik, karena disebabkan oleh pengetahuan dan ketidakmampuan secara
pribadi (lamban, malas, kurang respon, dan lain-lain) atau karena yang bersangkutan
tidak mampu berkoordinasi dengan petugas lainnya. Pada indikator ini kemampuan
seorang petugas lebih disebabkan oleh pandangan masyarakat terhadap petugas yang
secara langsung melakukan interaksi dengan masyarakat yang dilayani.

Selain pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh para petugas, faktor
keinginan, motivasi dan kesediaan dari para petugas dapat mendukung pelaksanaan
pelayanan yang efektif. Sikap para petugas dalam pelaksanaan proses pelayanan
masih cukup mendukung dan mencerminkan pelayanan yang baik, ramah, dan
sopan. Obyektifitas mengenai sikap para petugas pelayanan yang ada dapat dilihat
pada hasil survey kepuasan masyarakat dalam pelayanan.

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat diketahui bahwa responden terbanyak adalah
responden yang memberikan pendapat tentang kemampuan kompetensi petugas
dalam memberikan pelayanan adalah Sangat mampu dan terampil, yaitu sebanyak
135 orang atau sebesar 51,00 persen. Sementara pendapat responden yang menilai
kompetensi petugas tidak mampu ada tidak ada orang responden atau 0,00%, petugas
kurang mampu tidak ada orang responden atau 0,00%, dan petugas ang mampu
sebanyak 130 orang responden atau 49,00%. Jika dilihat sesuai hasil pendapat

responden dalam tabel tersebut, kemampuan petugas secara dominan adalah petugas
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yang memiliki kemampuan dan terampil. Hasil yang ditunjukkan ini kategorinya
sudah baik. Namun demikian untuk meningkatkan kualitas pelayanan harus
diimbangi juga dengan peningkatan sumber daya manusianya sesuai kompetensi dan
keahliannya petugas agar bisa memuaskan masyarakat. Hasil kemampuan petugas
pada Tabel 4.11 dapat disajikan seperti pada Gambar 4.11.

Tabel 4.11: Distribusi Responden Menurut Kemampuan Petugas

Kemampuan Petugas Frekuensi Persentase
Tidak mampu 0 0,00
Kurang mampu 0 0,00
Mampu 130 49,00
Sangat mampu dan terampil 135 51,00
Jumlah 265 100

B Mampu M Sangat mampu dan terampil

Gambar 4.11: Distribusi Responden Berdasarkan Kemampuan Petugas

I. Karakteristik Tutur Kata, Sikap dan Perilaku Petugas

Sikap dan perilaku petugas dalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat
memang harus memperlihatkan kesungguhan dan memperhatikan tata cara
pelayanan yang baik dan benar-benar sesuai prosedur. Karena kesopanan seorang
petugas berhubungan dengan prosedur dan tanggung jawab. Selain itu, penampilan
petugas yang simpati, bersih atau keramahan serta memperlihatkan penampilan yang
baik karena sangat mempengaruhi persepsi masyarakat. Dalam unsur kesopanan dan
keramahan ini memerlukan personal yang secara mendasar memiliki kesungguhan
hati dalam bekerja dan keikhlasan dalam bertindak. Individu dapat juga bersikap

sopan dan ramah dengan dibina, dilatih dan dijadikan rutinitas sehari-hari.
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Pada Tabel berikut, tampak bahwa responden terbanyak adalah responden
yang memberikan pendapat tentang tutur kata, sikap, dan perilaku petugas pada saat
memberikan pelayanan adalah sangat sopan dan sangat ramah, yaitu sebanyak 160
orang atau sebesar 60,00 persen. Sedangkan responden yang memberikan pendapat
tentang tutur kata, sikap, dan perilaku petugas pelayanan dengan sopan dan ramah
sebanyak 105 orang responden atau 40,00%, tidak sopan dan kurang ramah tidak ada
orang responden atau 0,00%. Hasil survei ini menunjukkan bahwa perilaku
pelaksana atau tentang tutur kata, sikap, dan perilaku petugas sangat memuaskan
masyarakat atau sangat baik. Hasil pada Tabel 4.12 dapat disajikan seperti pada
Gambar 4.12.

Tabel 4.12: Distribusi Responden Menurut Tutur Kata, Sikap,
dan Perilaku Petugas

Tutur Kata, Sikap, dan Frekuensi Persentase
Perilaku Petugas
Tidak sopan dan tidak ramah 0 0,00
Kurang sopan dan kurang ramah 0 0,00
Sopan dan ramah 105 40,00
Sangat sopan dan sangat ramah 160 60,00
Jumlah 265 100

B Sopan dan ramah B Sangat sopan dan sangat ramah

Gambar 4.12: Distribusi Responden Berdasarkan Tutur Kata, Sikap,

dan Perilaku Petugas
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m. Karakteristik berdasarkan Kualitas Sarana dan Prasarana

Pada Tabel berikut, tampak bahwa responden terbanyak adalah responden yang
memberikan pendapat tentang kualitas sarana dan prasarana adalah Baik sebanyak
136 orang responden atau 51.00 persen. Responden yang memberikan pendapat
kualitas sarana dan prasarana Buruk tidak ada orang responden, dan pendapat
kualitas sarana dan prasarana Cukup tidak ada orang responden atau 0.00 persen.
Sedangkan responden yang memberikan pendapat tentang kualitas sarana dan
prasarana sangat baik sebanyak 129 orang responden atau 49,00 persen. Hasil survei
ini menunjukkan bahwa kualitas sarana dan prasarana sangat baik.

Tabel 4.13: Distribusi Responden Menurut Kualitas Sarana dan Prasarana

Kualitas Sarana dan Prasarana Frekuensi Persentase
Buruk 0 0,00
Cukup 0 0,00
Baik 136 51,00
Sangat baik 129 49,00
Jumlah 265 100

M Baik

M Sangat baik

Gambar 4.13: Distribusi Responden Berdasarkan Kualitas Sarana dan Prasarana

n. Karakteristik Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan

Pada Tabel berikut, tampak bahwa responden terbanyak adalah responden yang
memberikan  pendapat tentang penanganan pengaduan adalah  Sangat
berfungsi/dikelola dengan baik, yaitu sebanyak 144 orang responden atau 54,00

persen. Responden yang memberikan pendapat penanganan pengaduan Berfungsi
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sebanyak 121 orang responden atau 46,00 persen, sedangkan responden yang
memberikan pendapat Kurang Berfungsi dan Tidak Ada kosong atau 0.00 persen.
Hasil survei ini menunjukkan bahwa kualitas penanganan pengaduan sudah baik.

Tabel 4.14: Karakteristik Responden Menurut Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan Frekuensi Persentase
Tidak ada 0 0,00
Kurang berfungsi 0 0,00
Berfungsi 121 46,00
Sangat berfungsi/dikelola dengan 144 54,00
baik
Jumlah 265 100

M Berfungsi M Sangat berfungsi/dikelola dengan baik

Gambar 4.14: Karakteristik Responden Berdasarkan Penanganan Pengaduan

4.3. Rekomendasi dan Tindak Lanjut

4.3.1. Rekomendasi

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan dapat
direkomendasi beberapa hal sebagai berikut:

a. Meningkatkan waktu pelayanan agar proses layanan menjadi lebih cepat.

b. Menambah dan meningkatkan kompetensi petugas pelaksana pelayanan.

c. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan, terutama Produk Spesifikasi
Jenis Pelayanan, dengan memaksimalkan kinerja aparatur agar produk
pelayanan yang dihasilkan dapat memuaskan masyarakat.

d. Melakukan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala untuk

meningkatkan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
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dengan membandingkan nilai Survei sebelumnya sehingga dapat melakukan

perbaikan kualitas pelayanan.

4.3.2. Tindak lanjut:

a. Melakukan pelatihan petugas pelayanan untuk membekali atau meningkatkan
kemampuan, ketrampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam
memberikan pelayanan yang berkualitas. Memberikan pelatihan dan
pengembangan sesuai kebutuhan.

b. Melakukan peninjauan dan memperbaruhi proses layanan pelanggan dengan
mempertimbangkan penggunaan teknologi dan inovasi dalam meningkatkan
pengalaman pelanggan.

c. Menciptakan inovasi pelayanan publik di semua penyelenggara pelayanan
publik sebagai upaya untuk meningktakan kualitas pelayanan publik. atau
melebihi  ekspektasi pelanggan, terrmasuk penanganan pengaduan
masyarakat dalam menerima saran, kritik dan masukan untuk memperbaiki

sistem pelayanan.
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BAB V
INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

5.1. Nilai Indeks Per Unsur Pelayanan

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas unsur pelayanan pada DPMPTSP Kota
Bontang, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 87,57. Berdasarkan nilai
IKM ini, dapat diketahui bahwa kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B
dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi IKM 76,61 — 88,30.
Hasil analisis pengolahan data survei kepuasan Masyarakat disajikan pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Hasil Survei IKM Kota Bontang

No Unsur Pelayanan Nilai per Nilai Nilai
Unsur Rata-rata Rata-rata
Pelayanan per Unsur Tertimbang
1. | Persyaratan 946 3,57 0,39
2. | Prosedur 950 3,58 0,39
3. | Waktu pelayanan 901 3,40 0,37
4. | Biaya/Tarif 983 3,71 0,41
5. | Produk spesifikasi jenis 913 3,45 0,38
pelayanan
6. | Kompetensi pelaksana 930 3,51 0,39
7. | Perilaku pelaksana 955 3,60 0,40
8. | Sarana dan prasarana 937 3,54 0,39
9. | Penanganan pengaduan, 924 3,49 0,38
saran, dan masukan.
Nilai Indeks Unit Pelayanan 3,50

Berdasarkan Tabel 15, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:
a. Nilai IKM setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai Dasar = 3,50 x 25 =87,57.
b. Mutu pelayanan B.

c. Kinerja unit pelayanan = BAIK.

Jika dijabarkan Nomor 1-9 pada kolom (1) adalah nomor urut pelayanan
seperti deskripsi pada kolom (2) yang dicermati dari persepsi responden. Nilai per
unsur pelayanan adalah respon dari responden yang dikuantitatifkan dalam skala 1-4
sebagaimana disajikan pada kolom (3). Nilai rata-rata per unsur pelayanan adalah

nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dapat dilihat pada kolom (4). Nilai rata-rata
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tertimbang adalah nilai rata-rata per unsur yang dikalikan dengan penimbang 0,11
dapat dilihat pada kolom (5). Angka ini merupakan angka baku dalam pengukuran

kuantitatif kepuasan layanan.
5.2. Hasil Analisa Data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Adapun hasil analisa data Survei Kepuasan masyarakat (SKM) berdasarkan 9 (Sembilan)

unsur pelayanan sebagai indikator penilaian sebagai berikut.

Tabel 5.2: Nilai Unsur Pelayanan Menurut Responden

No Unsur Pelayanan Nilai Mutu Kinerja
1. | Persyaratan 3,57 A Sangat Baik
2. | Prosedur 3,58 A Sangat Baik
3. | Waktu pelayanan 3,40 B Baik

4. | Biaya/Tarif 3,71 A Sangat Baik
5. | Produk spesifikasi jenis pelayanan 3,45 B Baik

6. | Kompetensi pelaksana 3,51 B Baik

7. | Perilaku pelaksana 3,60 A Sangat Baik
8. | Sarana dan prasarana 3,54 A Sangat Baik
9. | Penanganan pengaduan, saran, dan 3,49 B Baik

masukan

Nilai unsur pelayanan pada Tabel 5.2, dapat disajikan pada Gambar 5.1.

Persyaratan

Penanganan Pengaduan,

3.57 P
Saran, dan Masukan rosedur

3.58

Sarana dan Prasarana ( 3/, Waktu Pelayanan

Perilaku Pelaksana 8.6 3.45 3.71 Biaya/Tarif

3.51

Kompetensi Pelaksana Produk Layanan

Gambar 5.1: Distribusi Nilai Unsur Pelayanan

37



5.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Dari hasil pengolahan data diperoleh indeks masing-masing indikator pelayanan yang dapat
dijelaskan pada tabel di bawah ini: Nilai Indeks masing-masing indikator unsur pelayanan
terdapat pada tabel berikut.

Tabel 5.3: Indeks Masing-masing Indikator Unsur Pelayanan dengan Nilai Penimbang
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Semester | Tahun 2023

No Indikator IKM Nilai Rata-rata/ Nilai Nilai Rata-rata
Unsur Penimbang Tertimbang
Pelayanan

1. | Persyaratan 3,57 0,11 0,39

2. | Prosedur 3,58 0,11 0,39

3. | Waktu Pelayanan 3,40 0,11 0,37

4. | Biaya/Tarif 3,71 0,11 0,41

5. | Produk Spesifikasi Jenis 3,45 0,11 0,38
Pelayanan

6. | Kompetensi Pelaksana 3,51 0,11 0,39

7. | Perilaku Pelaksana 3,60 0,11 0,40

8. | Sarana dan Prasarana 3,54 0,11 0,39

9. | Penanganan Pengaduan, 3,49 0,11 0,38
Saran, dan Masukan

Tabel 5.4: Indeks Masing-masing Indikator Unsur Pelayanan dengan Nilai Dasar Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Semester | Tahun 2023

No Indikator IKM Nilai Unsur Nilai Dasar Total Nilai
Pelayanan
1. | Persyaratan 3,57 25 89,25
2. | Prosedur 3,58 25 89,50
3. | Waktu Pelayanan 3,40 25 85,00
4. | Biaya/Tarif 3,71 25 92,75
5. | Produk Spesifikasi Jenis 3,45 25 86,25
Pelayanan
6. | Kompetensi Pelaksana 3,51 25 87,75
7. | Perilaku Pelaksana 3,60 25 90,00
8. | Sarana dan Prasarana 3,54 25 88,50
9. | Penanganan Pengaduan, 3,49 25 87,25
Saran, dan Masukan

Gambaran unit pelayanan berdasarkan Indeks Masing-Masing Indikator Unsur
Pelayanan dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang diperoleh Nilai Indeks
pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan, sebagai berikut:

1. Persyaratan, menggambarkan kemudahan persyaratan dalam memperoleh

pelayanan, dengan nilai 89,25% menggambarkan bahwa persyaratan pelayanan
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sudah Baik namun masih harus lebih dipermudah lagi sehingga tidak menyulitkan
pengguna jasa.
. Prosedur, menggambarkan bahwa prosedur pelayanan sudah Baik namun harus
lebih dipermudah agar lebih efektif dengan dengan nilai 89,50%
. Waktu Pelayanan, menggambarkan bahwa pemanfaatan waktu pelayanan sudah
Baik jadi harus di pertahankan dan lebih di optimalkan lagi dalam menyelesaikan
seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan dengan nilai indeks 85,00%.
. Biaya/Tarif, menggambarkan bahwa biaya pelayanan Sangat Baik dan telah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan nilai indeks 92,75%.
. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, menggambarkan bahwa produk pelayanan
yang dihasilkan sudah Baik namun belum memenuhi harapan pengguna jasa dan
harus terus diupayakan untuk memaksimalkan kinerja aparatur agar produk
pelayanan yang dihasilkan dapat memuaskan pengguna jasa dengan nilai 86,25%.
Kompetensi Pelaksana, menggambarkan bahwa petugas telah mampu
memberikan pelayanan yang sudah Baik namun masih harus memaksimalkan
kualitas SDM agar pelayanan kepada masyarakat lebih optimal dengan nilai
87,75%.
. Perilaku Pelaksana, menggambarkan sikap aparatur yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat sudah Baik dan harus lebih ditingkatlkan lagi guna
mendukung pelayanan yang berkualitas dengan nilai 90,00%.
. Sarana dan Prasarana, menggambarkan bahwa ketersediaan sarana dan prasarana
pelayanan sudah Baik namun harus ditingkatkan lagi agar memenuhi standar
pelayanan dengan nilai 88,50%.
. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, menggambarkan bahwa penanganan
pengaduan, saran dan masukan sudah Baik namun kemampuan personil dan

sarana pendukung layanan harus lebih ditingkatkan lagi dengan nilai 87,25%.
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Berikut hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kota Bontang Periode Semester 1 (Januari-Juni) Tahun 2023:

Tabel 5.5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

NILAI IKM

87,

of

BAIK

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO UNSUR NILAI
PELAYANAN | RATA-RATA

Ul | Persyaratan 3,57

U2 | Prosedur 3,58

U3 | Waktu 3,40
Pelayanan

U4 | Biaya/Tarif 3,71

U5 | Produk 3,45
Layanan

U6 | Kompetensi 3,51
Pelaksana

U7 | Perilaku 3,60
Pelaksana

U8 | Sarana dan 3,54
Prasarana

U9 | Penanganan 3,49
Pengaduan,
Saran, dan
Masukan

RESPONDEN
JUMLAH : 265 ORANG

UMUR :

19 — 44 TAHUN =177 ORANG
45 - 59 TAHUN =81 ORANG
> 60 TAHUN =7 ORANG

JENIS KELAMIN :
LAKI-LAKI =150 ORANG
PEREMPUAN = 115 ORANG

PENDIDIKAN :

SD KE BAWAH =1 ORANG
SLTP =6 ORANG

SLTA =115 ORANG
D1-D3-D4 =28 ORANG
S-1=107 ORANG

S-2 KE ATAS =8 ORANG

PEKERJAAN :

TIDAK BEKERJA =2 ORANG

MENGURUS RUMAH TANGGA = 28 ORANG
KARYAWAN =66 ORANG

WIRASWASTA =145 ORANG

TENAGA KESEHATAN =9 ORANG

PNS =8 ORANG

MAHASISWA =4 ORANG

NELAYAN =3 ORANG

Periode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

2 JANUARI SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2023
Periode Penyusunan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tanggal : 3 sampai dengan 13 Oktober 2023
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BAB 6
EVALUASI DAN PELAPORAN
HASIL PENILAIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)

Dalam rangka melakukan pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil

penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada unit Pelayanan Publik khususnya Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, Kalimantan Timur,

terdapat beberapa hal yang perlu dilaksanakan, antara lain;

1.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang akan
selalu melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian

Indeks Kepuasan Masyarakat.

. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang

akan melaporkan hasil pemantauan kinerja unit pelayanan perizinan kepada
Walikota Bontang, sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam rangka

peningkatan kualitas pelayanan.

. Mekanisme pelaporan dan hasil penilaian berupa Indeks Kepuasan Masyarakat

berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan mengacu kepada

peraturan Perundang—undangan yang berlaku.

. Pengujian kualitas data yang berupa pendapat masyarakat yang telah dimasukkan

dalam masing—masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data
responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan
terakhir dan pekerjaan utama untuk mengetahui profil resonden dan
kecenderungan.

Untuk peningkatan transparansi hasil penyusunan IKM unit pelayanan
administrasi perizinan, rencana dan tindak lanjutnya dapat dipublikasikan kepada

masyarakat baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

. Membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala diperlukan survei

secara periodik dan berkesinambungan untuk mengetahui tingkat perubahan

kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik.

. Petunjuk pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) semua

unit pelayanan instansi pemerintah baik yang langsung maupun tidak langsung
memberikan pelayanan kepada masyarakat wajib menyusun Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) secara periodik di lingkungan masing—masing dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan.
Keberhasilan pelaksanaan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat merupakan
upaya meningkatkan kualitas pelayanan instansi pemerintah yang tergantung pada

Kinerja para pejabat maupun pelaksana pada masing—masing instansi serta
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masyarakat.

8. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat perlu diinformasikan kepada publik termasuk
metode survei yang dipublikasikan minimal di dalam ruangan/gedung Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang atau melalui

media online, website instansi dan media lainnya.
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BAB 7
PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Mutu Pelayanan Bidang Perizininan dan Non Perizinan pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang pada Semester |
mulai bulan Januari-Juni Tahun 2023, diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 87,57. Berdasarkan nilai IKM ini, dapat diketahui bahwa kinerja
unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena
berada dalam nilai interval konversi IKM 76,61 — 88,30.

Adapun hasil Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap
pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang dapat disimpulkan hal-hal sebagai
berikut:

1. Jumlah responden yang dianalisa untuk penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) berdasarkan data hasil Survei Kepuasan Masyarakat
sebanyak 265 orang responden.

2. Karakteristik utama dari 265 orang responden responden Yyang
menggunakan jasa layanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang mayoritas berumur diatas
19-44 tahun sebanyak 177 orang atau 66,79% dengan responden terbesar
adalah Laki—Laki sebanyak 150 orang atau 56,60% dengan latar belakang
pendidikan SMA sebanyak 115 orang atau 43,40% dan memiliki jenis
pekerjaan yang bergerak di bidang Wiraswasta, yaitu sebanyak 145 orang
atau sebesar 54,72% dari seluruh jumlah responden.

3. Indikator unsur pelayanan administrasi perizinan di Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang tertinggi
adalah pada indikator Biaya/tarif dengan nilai 92,75 dengan Kinerja Unit
Pelayanan pada kategori SANGAT BAIK.

3. Unsur pelayanan administrasi perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang yang memiliki Indikator
terendah adalah pada indikator waktu pelayanan pada kategori BAIK
dengan nilai 85,00.
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Lampiran 2: Tabel Data Responden Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Periode Semester 1 Tahun 2023

Responden ('tJarQller:) Kgf:rlrfin Pendidikan Pekerjaan
1 52 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
2 28 Perempuan S-1 Karyawan
3 35 Laki-laki S-1 Karyawan
4 47 Laki-laki SLTA Tidak bekerja
5 35 Perempuan | SD ke bawah Mengurus rumah tangga
6 35 Laki-laki S-2 ke atas Karyawan
7 22 Perempuan D1-D3-D4 Tenaga Kesehatan
8 46 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
9 26 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
10 28 Perempuan D1-D3-D4 PNS
11 33 Perempuan S-1 Wiraswasta
12 45 Perempuan S-2 ke atas Wiraswasta
13 26 Laki-laki S-1 Karyawan
14 19 Laki-laki SLTA Karyawan
15 35 Laki-laki SLTA Karyawan
16 28 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
17 20 Perempuan SLTA Tidak bekerja
18 26 Laki-laki SLTA Karyawan
19 44 Laki-laki SLTA Karyawan
20 29 Perempuan S-1 Karyawan
21 26 Laki-laki SLTA Wiraswasta
22 24 Laki-laki S-1 Karyawan
23 34 Perempuan S-1 Karyawan
24 35 Perempuan S-1 Mengurus rumah tangga
25 20 Laki-laki D1-D3-D4 Nelayan
26 47 Laki-laki S-1 Karyawan
27 24 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
28 20 Perempuan SLTA Nelayan
29 24 Perempuan S-1 Karyawan
30 40 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
31 25 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
32 42 Laki-laki S-1 Karyawan
33 30 Perempuan S-1 Karyawan
34 26 Perempuan S-1 Karyawan
35 46 Laki-laki SLTA Wiraswasta
36 47 Laki-laki SLTA Wiraswasta
37 30 Laki-laki S-1 Karyawan
38 56 Laki-laki SLTA Karyawan
39 56 Perempuan S-1 PNS
40 37 Perempuan SLTA Karyawan
41 35 Laki-laki S-1 Karyawan
42 26 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
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Responden ('charr?llJJr:) Kgfar]r::in Pendidikan Pekerjaan
43 57 Laki-laki S-2 ke atas Wiraswasta
44 22 Perempuan SLTA Karyawan
45 22 Perempuan SLTA Wiraswasta
46 24 Laki-laki S-1 Karyawan
47 38 Laki-laki SLTA Wiraswasta
48 46 Laki-laki SLTA Karyawan
49 28 Laki-laki S-1 Wiraswasta
50 36 Laki-laki S-1 Wiraswasta
51 41 Laki-laki S-1 Wiraswasta
52 35 Laki-laki SLTA Wiraswasta
53 46 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
54 42 Laki-laki S-1 Karyawan
55 47 Laki-laki SLTA Wiraswasta
56 48 Laki-laki S-1 Wiraswasta
57 41 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
58 42 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
59 31 Laki-laki SLTA Karyawan
60 29 Perempuan S-1 Wiraswasta
61 32 Perempuan SLTA Wiraswasta
62 24 Laki-laki S-1 Wiraswasta
63 40 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
64 21 Perempuan SLTA Karyawan
65 39 Laki-laki SLTA Karyawan
66 33 Perempuan S-1 Karyawan
67 39 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
68 29 Perempuan S-1 Mengurus rumah tangga
69 41 Laki-laki SLTA Karyawan
70 33 Laki-laki S-1 Wiraswasta
71 50 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
72 42 Perempuan S-1 Karyawan
73 59 Laki-laki SLTA Wiraswasta
74 50 Perempuan D1-D3-D4 Wiraswasta
75 37 Laki-laki S-1 Wiraswasta
76 55 Perempuan S-1 Karyawan
77 37 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
78 37 Perempuan SLTA Wiraswasta
79 52 Perempuan S-2 ke atas Karyawan
80 52 Perempuan S-2 ke atas Karyawan
81 48 Perempuan D1-D3-D4 Wiraswasta
82 60 Laki-laki S-2 ke atas Wiraswasta
83 31 Perempuan S-1 PNS
84 35 Perempuan S-1 Mengurus rumah tangga
85 31 Laki-laki S-1 Karyawan
86 54 Laki-laki SLTA Karyawan
87 33 Laki-laki SLTA Karyawan
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Responden ('charr?llJJr:) Kgfar]r::in Pendidikan Pekerjaan
88 32 Laki-laki S-1 PNS
89 51 Laki-laki S-1 Wiraswasta
90 32 Perempuan S-1 Wiraswasta
91 28 Perempuan D1-D3-D4 Karyawan
92 41 Perempuan S-1 Karyawan
93 33 Perempuan SLTA Karyawan
94 39 Laki-laki SLTA Wiraswasta
95 51 Perempuan D1-D3-D4 Karyawan
96 52 Laki-laki SLTA Wiraswasta
97 32 Laki-laki S-1 Wiraswasta
98 58 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
99 58 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
100 41 Laki-laki SLTA Karyawan
101 45 Perempuan D1-D3-D4 Karyawan
102 28 Laki-laki S-1 Wiraswasta
103 19 Laki-laki SLTA Karyawan
104 45 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
105 29 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
106 28 Laki-laki SLTA PNS
107 55 Perempuan SLTA Wiraswasta
108 44 Laki-laki SLTA Nelayan
109 20 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
110 33 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
111 33 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
112 60 Perempuan SLTP Wiraswasta
113 46 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
114 24 Perempuan S-1 Wiraswasta
115 52 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
116 39 Laki-laki S-1 Wiraswasta
117 24 Perempuan S-1 Tenaga Kesehatan
118 46 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
119 25 Perempuan S-1 Karyawan
120 27 Laki-laki S-1 Wiraswasta
121 55 Perempuan S-1 Wiraswasta
122 32 Laki-laki S-1 Wiraswasta
123 41 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
124 45 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
125 36 Laki-laki SLTA Wiraswasta
126 46 Perempuan SLTA Wiraswasta
127 69 Perempuan S-1 Wiraswasta
128 29 Laki-laki S-1 Karyawan
129 23 Perempuan SLTA Wiraswasta
130 24 Laki-laki SLTA Wiraswasta
131 26 Laki-laki S-1 Wiraswasta
132 36 Laki-laki SLTA Mahasiswa
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Responden ('charr?llJJr:) Kgfar]r::in Pendidikan Pekerjaan
133 41 Laki-laki S-1 Wiraswasta
134 45 Laki-laki SLTA Mahasiswa
135 43 Laki-laki S-1 Wiraswasta
136 53 Laki-laki SLTP Wiraswasta
137 22 Perempuan SLTA Mahasiswa
138 26 Perempuan SLTA Wiraswasta
139 25 Laki-laki SLTA Wiraswasta
140 38 Laki-laki SLTA Wiraswasta
141 43 Laki-laki S-1 Wiraswasta
142 25 Perempuan S-1 Wiraswasta
143 28 Perempuan S-1 Karyawan
144 27 Laki-laki S-1 Wiraswasta
145 29 Laki-laki S-1 Wiraswasta
146 34 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
147 26 Perempuan S-1 Wiraswasta
148 27 Laki-laki S-1 Wiraswasta
149 27 Laki-laki S-1 Karyawan
150 51 Laki-laki S-2 ke atas Karyawan
151 36 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
152 46 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
153 49 Laki-laki S-1 PNS
154 49 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
155 23 Laki-laki SLTA Wiraswasta
156 29 Laki-laki S-1 Wiraswasta
157 25 Laki-laki SLTA Wiraswasta
158 34 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
159 21 Laki-laki SLTA Wiraswasta
160 27 Laki-laki S-1 Wiraswasta
161 43 Laki-laki S-1 Wiraswasta
162 60 Perempuan S-1 Wiraswasta
163 50 Laki-laki SLTA Wiraswasta
164 48 Perempuan SLTA Wiraswasta
165 52 Laki-laki S-1 Karyawan
166 50 Perempuan SLTA Wiraswasta
167 52 Laki-laki SLTA Wiraswasta
168 52 Laki-laki SLTA Wiraswasta
169 52 Laki-laki S-1 Wiraswasta
170 34 Laki-laki SLTA Karyawan
171 32 Laki-laki SLTA Wiraswasta
172 34 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
173 54 Perempuan SLTA Wiraswasta
174 45 Perempuan S-1 Wiraswasta
175 95 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
176 33 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
177 46 Laki-laki S-1 Wiraswasta
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Responden ('charr?llJJr:) Kgfar]r::in Pendidikan Pekerjaan
178 46 Laki-laki S-1 Wiraswasta
179 45 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
180 51 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
181 34 Laki-laki SLTA Wiraswasta
182 35 Laki-laki SLTA Wiraswasta
183 44 Laki-laki SLTA Wiraswasta
184 46 Perempuan SLTA Wiraswasta
185 29 Laki-laki S-1 Wiraswasta
186 31 Laki-laki SLTA Wiraswasta
187 44 Laki-laki SLTA Wiraswasta
188 53 Laki-laki S-1 Wiraswasta
189 45 Laki-laki S-1 Wiraswasta
190 43 Laki-laki SLTA Wiraswasta
191 29 Laki-laki SLTA Wiraswasta
192 48 Perempuan SLTA Wiraswasta
193 46 Laki-laki S-1 Wiraswasta
194 39 Laki-laki SLTA Wiraswasta
195 26 Perempuan S-1 Wiraswasta
196 38 Perempuan D1-D3-D4 Wiraswasta
197 41 Laki-laki S-1 Wiraswasta
198 45 Laki-laki S-1 Wiraswasta
199 49 Laki-laki SLTA Wiraswasta
200 45 Perempuan S-1 Wiraswasta
201 39 Laki-laki S-1 Wiraswasta
202 43 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
203 45 Perempuan SLTA Wiraswasta
204 31 Laki-laki S-1 Wiraswasta
205 43 Laki-laki SLTA Wiraswasta
206 34 Laki-laki S-1 Wiraswasta
207 59 Laki-laki SLTP Wiraswasta
208 43 Laki-laki SLTA Wiraswasta
209 34 Laki-laki SLTA Wiraswasta
210 48 Perempuan D1-D3-D4 Wiraswasta
211 29 Perempuan S-1 Wiraswasta
212 48 Perempuan SLTA Wiraswasta
213 42 Laki-laki S-1 Wiraswasta
214 36 Perempuan S-1 Wiraswasta
215 28 Laki-laki S-1 Wiraswasta
216 39 Laki-laki D1-D3-D4 Wiraswasta
217 39 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
218 24 Laki-laki SLTA Wiraswasta
219 60 Laki-laki SLTA Wiraswasta
220 31 Perempuan SLTA Wiraswasta
221 33 Laki-laki SLTA Karyawan
222 55 Perempuan SLTA Wiraswasta
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Responden ('charr?llJJr:) Kgfar]r::in Pendidikan Pekerjaan
223 22 Perempuan S-1 Karyawan
224 30 Perempuan SLTA Karyawan
225 44 Perempuan D1-D3-D4 Wiraswasta
226 35 Laki-laki SLTA Wiraswasta
227 45 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
228 27 Laki-laki SLTA Karyawan
229 55 Laki-laki S-1 Wiraswasta
230 29 Perempuan S-1 Wiraswasta
231 55 Laki-laki SLTA Wiraswasta
232 42 Laki-laki S-1 Karyawan
233 53 Perempuan SLTA Wiraswasta
234 27 Laki-laki SLTA Karyawan
235 20 Laki-laki SLTA Karyawan
236 33 Perempuan SLTA Wiraswasta
237 30 Laki-laki SLTA Karyawan
238 26 Laki-laki S-1 Wiraswasta
239 38 Laki-laki SLTA Wiraswasta
240 23 Perempuan SLTA Wiraswasta
241 55 Perempuan S-1 Wiraswasta
242 31 Perempuan S-1 Mengurus rumah tangga
243 36 Perempuan SLTA Wiraswasta
244 40 Perempuan SLTA Karyawan
245 43 Laki-laki S-1 Wiraswasta
246 37 Perempuan SLTA Wiraswasta
247 48 Laki-laki S-1 PNS
248 28 Laki-laki S-1 Karyawan
249 44 Perempuan SLTP Mengurus rumah tangga
250 47 Laki-laki S-2 ke atas Karyawan
251 36 Perempuan D1-D3-D4 Karyawan
252 67 Perempuan SLTA Karyawan
253 22 Perempuan S-1 Karyawan
254 45 Laki-laki SLTA Wiraswasta
255 56 Laki-laki D1-D3-D4 Karyawan
256 25 Laki-laki S-1 Karyawan
257 38 Laki-laki SLTA Wiraswasta
258 33 Perempuan S-1 Mengurus rumah tangga
259 50 Perempuan SLTP Mengurus rumah tangga
260 45 Laki-laki S-1 Mahasiswa
261 50 Perempuan S-1 Wiraswasta
262 60 Laki-laki SLTP Wiraswasta
263 24 Laki-laki SLTA PNS
264 25 Perempuan SLTA Mengurus rumah tangga
265 38 Laki-laki S-1 Wiraswasta
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Lampiran 3: Tabel Karakteristik Responden terhadap Unsur Pelayanan Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM) Periode Semester 1 Tahun 2023

No Frekuensi
Unsur Mutu Skor Frekuensi Persentase
1. | Persyaratan A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 114 57,00
D 4 81 43,00
Jumlah 265 100
2. | Prosedur A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 110 42,00
D 4 155 58,00
Jumlah 265 100
3. | Waktu Pelayanan A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 159 60,00
D 4 106 40,00
Jumlah 265 100
4. | Biaya/Tarif A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 77 29,00
D 4 188 71,00
Jumlah 265 100
5. | Produk A 1 0 0,00
Spesifikasi/Pelayanan
B 2 0 0,00
C 3 147 55,00
D 4 118 45,00
Jumlah 265 100
6. | Kompetensi Pelaksana A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 130 49,00
D 4 135 51,00
Jumlah 265 100
7. | Perilaku Pelaksana A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 105 40,00
D 4 160 60,00
Jumlah 265 100
8. | Sarana dan Prasarana A 1 0 0,00
B 2 0 0,00
C 3 136 51,00
D 4 129 49,00
Jumlah 265 100
9. | Penanganan Pengaduan A 1 0 0,00
dan Saran Masukan
B 2 0 0,00
C 3 121 46,00
D 4 144 54,00
Jumlah 265 100
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Lampiran 4: Tabel Indeks Masing-masing Indikator Unsur Pelayanan dengan Nilai
Penimbang Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Semester | Tahun 2023

No Indikator IKM Nilai Rata-rata/ Nilai Nilai Rata-rata
Unsur Penimbang Tertimbang
Pelayanan

1. | Persyaratan 3,57 0,11 0,39

2. | Prosedur 3,58 0,11 0,39

3. | Waktu Pelayanan 3,40 0,11 0,37

4. | Biaya/Tarif 3,71 0,11 0,41

5. | Produk Spesifikasi Jenis 3,45 0,11 0,38
Pelayanan

6. | Kompetensi Pelaksana 3,51 0,11 0,39

7. | Perilaku Pelaksana 3,60 0,11 0,40

8. | Sarana dan Prasarana 3,54 0,11 0,39

9. | Penanganan Pengaduan, 3,49 0,11 0,38
Saran, dan Masukan

Tabel Indeks Masing-masing Indikator Unsur Pelayanan dengan Nilai Dasar Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) Periode Semester | Tahun 2023

No Indikator IKM Nilai Unsur Nilai Dasar Total Nilai
Pelayanan
1. | Persyaratan 3,57 25 89,25
2. | Prosedur 3,58 25 89,50
3. | Waktu Pelayanan 3,40 25 85,00
4. | Biaya/Tarif 3,71 25 92,75
5. | Produk Spesifikasi Jenis 3,45 25 86,25
Pelayanan
6. | Kompetensi Pelaksana 3,51 25 87,75
7. | Perilaku Pelaksana 3,60 25 90,00
8. | Sarana dan Prasarana 3,54 25 88,50
9. | Penanganan Pengaduan, 3,49 25 87,25
Saran, dan Masukan
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Lampiran 5: Tabel Analisis Data Responden terhadap Unsur Pelayanan Survei Kepuasan

Masyarakat (SKM) Periode Semester 1 Tahun 2023

JUMLAH
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28
36
31

29
27

29
28
24
30
30
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28
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28
36
28
28
34
36
32

28
28
28
36
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28
36
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27
34
29
36
35
36
26
28
32
27
25
36
26
27

36

NILAI UNSUR PELAYANAN

Ul|jU2 U3/ U4 U5 U6 U7 U8|U9

RESPONDEN

10
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20
21
22
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26
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28
29
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31

32

33
34

35

36

37

38

39

40

41

42

43
44
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36
34
22
24
36
33
21

29
26
28
24
27
29
28
30
32

33
28
36
18
28
27
28
35
35
28
30
30
28
28
28
29
31

34
33

28
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28
29
27
31

30
28
30
25
31

25
28

45

46

47

48

49
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51

52

53

54
55

56

57

58

59
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61

62

63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

82

83

84
85

86

87

88

89

90
91

92

93
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30
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28
27
36
27

28
33
35
36
24
36
36
36
36
36
35
34
33
36
36
34
36
34
36
36
36
32

30
31

36
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